BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis
menarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian Kabupaten Sikka mendapatkan kendala
dalam penanganan pelanggaran lalu lintas antara lain: keterbatasan personil,
kurangnya sarana dan prasarana, tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang

dan kurang adanya tingkat kesadaran masyarakat.

B. Saran

Dari data dan analisis yang ada pada Bab sebelumnya di atas, maka penulis
memberikan saran mengenai Kendala Kepolisian Dalam Penanganan Pelanggaran
Lalu Lintas Kendaraan Bermotor yaitu bagi penegak hukum khususnya pihak
Satlantas Polres Sikka mulai adanya penambahan personil sehingga mencukupi
perbandingan yang ideal sampai dengan penambahan sarana adan prasarana untuk
meningkatkan kinerja polisi mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan seperti
pendekatan secara rasional, melakukan pendidikan dan pembinaan terhadap
masyarakat sebagai pengguna jalan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai lalu lintas
harus digalakan lagi untuk mengenalkan peraturan lalu lintas sejak dini, kepolisian
melakukan razia dan patroli ke daerah-daerah rawan pelanggar lalu lintas, penindakan

yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas.
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